
BUPATI KUBU RAYA 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA 
NOMOR 1 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA 
NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN 
KEWENANGAN BUPATI BIDANG PERIZINAN KEPADA CAMAT 

KABUPATEN KUBU RAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUBU RAYA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, 
pelaku usaha melakukan pendaftaran untuk kegiatan 
berusaha dengan cara mengakses OSS, sehingga perlu 
dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu 
Raya Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pelimpahan 
Sebagian Kewenangan Bupati Bidang Perizinan Kepada 
Camat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu 
Raya Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pelimpahan 
sebagian Kewenangan Bupati Bidang Perizinan Kepada 
Camat Kabupaten Kubu Raya; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi 
Kalimantan Barat {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara 'J 
Republik Indonesia Nomor 4751); l/ 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang / 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan / 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir · 
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 5 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

Mengingat 



Menetapkan 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4826); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6215); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 
2010 tentang Petunjuk Teknis pedoman Pelayanan 
Administrasi Terpadu Kecamatan; 

8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2016 
tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati 
Bidang Perizinan Kepada Camat Kabupaten Kubu Raya 
(Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 
Nomor 30); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI KUBU RAYA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG 
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI BIDANG 
PERIZINAN KEPADA CAMAT KABUPATEN KUBU RAYA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 
2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Bidang Perizinan 
Kepada Camat Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya 
Tahun 2016 Nomor 30) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 4 huruf b sampai dengan huruf e dihapus, sehingga 
Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 
meliputi: 
a. Izin usaha perdangangan mikro dengan memiliki kekayaan bersih 

paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak 
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

b. dihapus; 
c. dihapus; 
d. dihapus; dan 
e. dihapus. 

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai 
berikut: 

t 
I . 
0 



WAN O 

Ditetapkan di Sung 'aya 
pada tanggal 29 Oltober 2019 

UPATI KUBU RA 
A,� 

KUBU RAYA 
9 

Diundangkan di Sungai 
pada tanggal..z8 

SEKRETARS 

VUSRA 
BERITA DAERAH KAD8RA 
TAHUN..20!9 

Pasal 5 

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 
a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan; dan 
b. memiliki hasil penjualan 0 (nol) sampai dengan Rp. 300.000.000 

(Tiga Ratus Juta Rupiah). 
(2) Dihapus 

3. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BAB IIIA 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6A 

(1) Pelayanan Perizinan yang dilakukan oleh Kecamatan harus 
didaftarkan melalui lembaga Online Single Submision (OSS). 

(2) Kecamatan menyampaikan laporan hasil pelayanan perizinan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Dinas 
yang membidangi perizinan terpadu satu pintu. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu 
Raya. 


